BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR VATAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa pedoman perjalanan dinas telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun
2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga
Satuan Regional yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi
Dalam  Perencanaan dan Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan penyesuaian dan diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu
Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik



Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018
Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan
Hulu Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 80 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal |

Ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun
2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 8), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi;

b. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan
fasilitas dan kelas transportasi;

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat
menggunakan kwitansi biro perjalanan atau voucher sebagaimana
tercantum dalam Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa, kecuali
ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini;

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan

e. Sewa Kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran,
dan akuntabel.



Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini di
H u | u. PARAF KOORDINASI MATRIK

WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 9 Oktober 2023
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